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ABSTRAKSI 
 
 

 Munculnya sengketa pertanahan sebenarnya tidak terlepas dari 
pemahaman masyarakat tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki 
persepsi berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah oleh hukum secara formal. 
Masyarakat memandang bahwa kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada 
penguasaan hak atas tanah secara turun-temurun sedangkan dari segi hukum 
formal didasarkan atas kepemilikan sertipikat hak atas tanah. 
 Perbedaan persepsi tersebut hingga saat ini merupakan faktor utama 
pemicu terjadinya sengketa perkebunan, karena pemerintah dapat memberikan 
tanah kepada investor dalam rangka investasi di Indonesia yang menurut 
ketentuan adalah tanah negara, padahal di satu sisi masyarakat mengerjakan tanah 
tersebut dari hasil membuka hutan. Pada akhirnya timbul sengketa antara investor 
dengan masyarakat perihal status kepemilikan hak atas tanah. Sengketa ini sejak 
masa penjajahan Belanda hingga sekarang menjadi polemik yang berkepanjangan 
dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah seringkali didasarkan 
pada sisi hukum formal, sehingga masyarakat yang menguasai tanah dianggap 
melakukan penyerobotan tanah dan harus mengembalikan tanah garapannya 
tersebut kepada pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi, padahal sudah dengan 
susah payah membuka dan menggarap tanah tersebut. 
  Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat supaya secara hukum formal 
dapat dibenarkan penguasaan hak atas tanahnya terhadap bagian tanah perkebunan 
yang dikuasai oleh penguasa HGU dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
permohonan hak baru atas tanah perkebunan yang ditelantarkan oleh penguasa 
HGU yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tanah negara (karena telah 
ditelantarkan oleh penguasa HGU) dan permohonan hak atas tanah oleh 
masyarakat yang diakibatkan adanya pelepasan hak oleh penguasa HGU terhadap 
bagian tanah perkebunannya. Sedangkan terhadap penguasaan tanah oleh 
masyarakat yang dianggap diperoleh dengan melawan hukum dalam kaitannya 
dengan upaya dari penguasa HGU untuk mempertahankan keutuhan tanahnya 
yaitu melalui jalur peradilan (litigasi), walaupun upaya ini sering dianggap kurang 
menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat namun berkekuatan hukum. 
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